PERJANJIAN KERJA SAMA
PT ABC
DENGAN
PT ERK/KKI/SPE/TWI/SKK
No: xx
Perjanjian (selanjutnya disebut sebagai ”PERJANJIAN”) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari xx, tanggal xx, oleh dan antara pihak-pihak yang tersebut di bawah ini: 
1. PT Penta Valent, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Provinsi?, beralamat di xx. Yang dalam hal ini diwakili oleh XX selaku XX dan dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Penta Valent (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); dan
2. PT ERK/KKI/SPE/TWI/SKK, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di [alamat]. Dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh  Harnum Indah Nurvianasari, yang bertindak sebagai Partnership, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas (selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA ”). 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “ PARA PIHAK ” dan masing-masing sebagai “ PIHAK ”. 
BAHWA: 
1. PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang bergerak di X
2. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan pembuat konten pengembangan diri yang  berpengalaman dan kompeten di bidangnya;
3. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensponsori konten PIHAK KEDUA untuk kegiatan pemasaran; 
4. Berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk bekerjasama dalam proses pembuatan KONTEN. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN 
1. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa PIHAK KEDUA bersedia memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA untuk membuat KONTEN untuk keperluan promosi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “ KONTEN ”). 
a. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup pemberian jasa PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam membuat KONTEN adalah termasuk namun tidak terbatas pada membuat KONTEN dengan rincian sebagai berikut: 
i. X
b. Pembuatan KONTEN oleh PIHAK KEDUA harus disesuaikan dengan konsep, tema, dan gaya yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, namun tetap disesuaikan dengan gaya konten PIHAK KEDUA.
c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan data dan materi pendukung yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam pembuatan KONTEN agar sejalan dengan branding dan tujuan kampanye.
d. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan konsep pra-produksi (pre-production) secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA melalui surel untuk mendapatkan persetujuan sebelum produksi KONTEN dimulai.
e. KONTEN yang diproduksi PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini wajib melalui proses tinjauan oleh PIHAK PERTAMA sebelum dipublikasikan ke publik.
f. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan revisi terhadap KONTEN yang telah diproduksi sebelum KONTEN dipublikasikan, dan PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan perubahan sesuai revisi yang diajukan.
g. PIHAK KEDUA wajib menyertakan link URL yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA pada setiap KONTEN yang diunggah untuk mengukur performa promosi dari kerjasama ini.
h. PIHAK KEDUA memastikan bahwa dalam setiap KONTEN yang dipublikasikan dalam rangka kerjasama ini tidak terdapat iklan lain selain promosi dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 2
HAK KEPEMILIKAN
1. Hasil pembuatan KONTEN yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA dalam rangka kerjasama ini sepenuhnya merupakan milik PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan memberikan KONTEN kepada pihak lain sesuai kebijakan PIHAK KEDUA namun atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk menggunakan KONTEN yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan promosi dan pemasaran bisnis PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan dalam bentuk tautan, unggahan ulang di platform PIHAK PERTAMA, dan materi promosi lainnya.
4. Setiap penggunaan KONTEN oleh PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan kredit yang sesuai untuk PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
PASAL 3
BIAYA JASA & KETENTUAN PEMBAYARAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa total nilai PERJANJIAN ini adalah sebesar Rp XX,- (XX Rupiah), yang selanjutnya disebut sebagai "BIAYA JASA”. 
Berdasarkan ketentuan PPh Final yang ada di surat keterangan PP23, potongan pajak akan dilakukan atas BIAYA JASA yang diterima oleh PIHAK KEDUA. Besaran PPh Final yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari nilai BIAYA JASA, sehingga jumlah yang akan dipotong sebagai PPh Final adalah Rp. Dengan demikian, jumlah yang akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA setelah potongan PPh Final adalah sebesar RpXX ,- (XX Rupiah). 
Pembayaran BIAYA JASA oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam dua termin pembayaran (dihitung sebelum adanya potongan PPh Final) sebagai berikut:  

2. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran BIAYA JASA akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 kecuali bila terjadi perubahan BIAYA JASA, yaitu setelah PIHAK PERTAMA menerima dokumen sebagai berikut: 
a. Invoice Asli; 
b. NPWP Perusahaan; dan 

3. Pembayaran BIAYA JASA akan dilakukan dengan cara pemindah-bukuan antar rekening bank (transfer) kepada rekening milik PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
Nama Bank: Bank Central Asia (BCA)
No. Rekening: 3750646777
Atas Nama: Keterampilan Kehidupan I
NPWP: 39.379.051.4-411.000
4. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak yang muncul akibat pelaksanaan PERJANJIAN ini. Seluruh kewajiban pembayaran pajak yang muncul akibat pelaksanaan pembayaran ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang perpajakan, baik yang langsung berkaitan dengan PERJANJIAN ini maupun yang tidak.
5. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan bukti potong PPh Final ke PIHAK KEDUA.


PASAL 4
PERNYATAAN & JAMINAN
1. Sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan segala akibat hukumnya, masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut: 
a. Masing-masing PIHAK merupakan pihak yang berhak dan berwenang serta memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini;
b. Perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menandatangani PERJANJIAN ini berwenang penuh untuk bertindak untuk dan atas nama masing-masing PIHAK dan telah memperoleh kuasa atau izin yang diperlukan guna mewakili masing-masing PIHAK tersebut untuk menandatangani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini; 
c. Pembuatan PERJANJIAN ini dan pelaksanaannya tidak bertentangan atau melanggar suatu perjanjian yang didalamnya PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA merupakan suatu pihak, atau melanggar undang-undang atau hukum atau penetapan, keputusan dan perintah Pengadilan, peraturan atau ketentuan dari instansi pemerintah yang kepadanya PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA tunduk. 
2. Sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut: 
a. PIHAK PERTAMA telah didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dan memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini; 
b. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa seluruh pernyataan dan jaminan PIHAK PERTAMA dalam PERJANJIAN ini adalah benar selama PERJANJIAN ini masih berlaku untuk PARA PIHAK; 
c. PIHAK PERTAMA tidak dalam keadaan pailit, berada di bawah pengawasan kurator, atau likuidasi; 
d. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran BIAYA JASA sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN ini. 
3. Sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut: 
a. PIHAK KEDUA telah didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dan memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini 
b. PIHAK KEDUA adalah penyedia jasa pembuatan KONTEN yang berpengalaman dan kompeten dibidangnya;  
c. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa seluruh pernyataan dan jaminan PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini adalah benar selama jangka waktu berlakunya PERJANJIAN ini; 
d. PIHAK KEDUA tidak dalam keadaan pailit, berada di bawah pengawasan kurator, atau likuidasi; 
e. PIHAK KEDUA menjamin akan menyediakan sumber daya manusia yang memadai serta ahli di bidangnya dalam melaksanakan kewajibannya dalam PERJANJIAN ini; 
f. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pihak-pihak yang dilibatkan untuk melakukan pembuatan KONTEN (termasuk karyawan PIHAK KEDUA) adalah ahli di bidangnya masing-masing dan di bawah pengawasan serta merupakan tanggung-jawab dari PIHAK KEDUA; 
g. PIHAK KEDUA bertanggung-jawab atas pembuatan dan pengunggahan KONTEN; 
h. PIHAK KEDUA menjamin tidak akan adanya tuntutan, klaim, kerugian atau kerusakan langsung pada PIHAK PERTAMA yang muncul ketika PIHAK KEDUA menjalankan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini. 


PASAL 5
KERAHASIAAN
1. Semua data, dokumen, catatan atau informasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan Perjanjian termasuk isi Perjanjian merupakan informasi yang bersifat rahasia. PIHAK KEDUA untuk waktu tidak terbatas harus memberlakukan informasi rahasia ini sebagai rahasia dan harus menjamin agar pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan menjaga kerahasiaan informasi yang diterima atau diperolehnya dengan cara apapun juga dari PIHAK PERTAMA. 
2. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi dan setuju bahwa informasi rahasia tersebut hanya akan digunakan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai PERJANJIAN ini, serta menjamin bahwa PIHAKnya tidak akan menggunakan, menyebarluaskan, mengungkapkan, memperbanyak, memperjualbelikan, mengalihkan, memberikan ataupun menggunakan materi PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga, baik untuk kepentingan promosi maupun untuk kegiatan yang mendatangkan keuntungan komersial bagi PIHAK KEDUA, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. 
3. PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kesalahan PIHAK KEDUA dalam menjaga kerahasiaan informasi. 
4. Dalam hal PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan segala upaya dan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku guna membela dan mempertahankan haknya.
PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.  ”HKI” berarti seluruh kategori hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia. 
2. Setiap dan seluruh HKI, baik yang telah dimiliki langsung oleh masing-masing PIHAK ataupun yang dimiliki oleh pihak lain yang berhubungan dengan masing-masing PIHAK (baik induk perusahaan, anak perusahaan, ataupun perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan masing-masing PIHAK atau dengan pihak ketiga lainnya) akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK tersebut. 
3. Bahwa atas setiap HKI milik pihak ketiga yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN , PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA telah mendapatkan persetujuan dan lisensi dari pemilik(-pemilik)nya dan oleh karenanya HKI tersebut dapat digunakan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan PIHAK PERTAMA tetap berhak untuk menggunakannya dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi dalam bentuk apapun terhadap pemiliknya sehubungan dengan penggunaan tersebut. 
4. Kecuali ditentukan lain dalam PERJANJIAN , tidak ada satu pun ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian hak untuk menggunakan atau pemberian lisensi oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk menggunakan HKI tersebut.
PASAL 7
PERISTIWA CIDERA JANJI
1. Peristiwa cidera janji ini meliputi segala kewajiban PARA PIHAK yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini, dan dapat dianggap telah Cidera Janji dalam hal: 
a. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketetapan pada PERJANJIAN; atau 
b. Salah satu PIHAK melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan; atau 
c. Salah satu PIHAK melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi mengalami keterlambatan; atau 
d. Salah satu PIHAK tertentu melakukan sesuatu yang menurut PERJANJIAN tidak boleh dilakukan. 



PASAL 8
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini berlaku efektif sejak penandatanganan PERJANJIAN dan akan terus berlaku selama masing-masing PIHAK melakukan pemenuhan atas seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana dipersyaratkan oleh PERJANJIAN ini. 
2. PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini secara sepihak dalam hal: 
a. Salah satu dari PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK LAINNYA mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya yang tercantum di dalam PERJANJIAN ini kepada pihak lain; atau 
b. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pembuatan KONTEN sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN ini; atau 
c. Terjadinya salah satu peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal PERJANJIAN ini. 
3. Apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA membatalkan atau memutuskan PERJANJIAN ini sebelum waktu yang telah disepakati, maka PIHAK yang membatalkan akan dikenai sanksi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai BIAYA JASA, kecuali terjadi Keadaan Memaksa dan/atau terpenuhinya keadaan pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini. 
4. Pembatalan atas PERJANJIAN ini tidak membatalkan segala kewajiban PARA PIHAK yang masih belum dilaksanakan sebelum terjadinya pembatalan PERJANJIAN. 
5. Dalam hal terjadinya pembatalan PERJANJIAN, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hingga dengan sendirinya tidak diperlukan suatu keputusan pengadilan dalam pembatalan PERJANJIAN ini. 
PASAL 9 
KEADAAN MEMAKSA 
1. KEADAAN MEMAKSA yaitu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK termasuk tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, banjir, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, kekacauan sosial, gempa bumi yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini. 
2. Dalam hal terjadinya peristiwa KEADAAN MEMAKSA, maka PIHAK yang terkena KEADAAN MEMAKSA wajib untuk memberitahu PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut. 
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan oleh PIHAK yang terkena KEADAAN MEMAKSA kepada PIHAK lainnya maka alasan KEADAAN MEMAKSA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan PIHAK yang terkena KEADAAN MEMAKSA berkewajiban untuk tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini. Kecuali terdapat alasan yang kuat dan dapat diterima oleh PIHAK lainnya, mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut. 
4. Jika PIHAK yang terkena KEADAAN MEMAKSA telah memberitahukan secara tertulis sesuai dengan ayat (2) Pasal ini atau terlambat memberitahukan namun dapat memberikan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh PIHAK lainnya sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu PERJANJIAN selama keadaan memaksa tersebut berlangsung. 
PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU & PENYELESAIAN SENGKETA 
1. PERJANJIAN ini ditafsirkan sesuai dengan, dan diberlakukan dalam segala hal berdasarkan, Hukum Republik Indonesia
2. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul sehubungan atau sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah dan penuh itikad baik untuk mencapai mufakat. 
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pertemuan pertama PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui dan menurut peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Keputusan BANI tersebut mengikat PARA PIHAK sebagai putusan yang final. 


PASAL 11 
LAIN-LAIN 
1. Setiap perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan atas isi dari PERJANJIAN ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini. 
2. Masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh isi dari PERJANJIAN ini kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. 
3. Apabila satu atau lebih ketentuan PERJANJIAN ini tidak dapat dilaksanakan, tidak sah atau bertentangan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka keberlakuan dan keabsahan ketentuan-ketentuan lain yang ada wajib dipisahkan dan tetap berlaku dalam hal apapun. 
4. Jika salah satu PIHAK tidak atau belum menuntut pemenuhan suatu prestasi atau kewajiban dari PIHAK lainnya yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini, maka hal demikian tidak boleh ditafsirkan sebagai pelepasan hak dari PIHAK yang dapat menuntut kepada PIHAK yang berkewajiban. 
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dengan isi dan bunyi yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA
PT Penta Valent							PT ERK/KKI/SPE/TWI/SKK

       


xx							Harnum Indah Nurvianasari
xx							Partnership

DISCLAIMER: Dokumen ini adalah draft yang dihasilkan oleh AI dan WAJIB di-review oleh manusia sebelum digunakan atau dikirim ke pihak manapun. Dokumen ini bukan dokumen hukum sah tanpa review dan tanda tangan pihak yang berwenang.
